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A. Latar Belakang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah( UMKM) ialah salah satu zona 
utama penggerak perekonomian nasional. UMKM mempunyai bermacam 
kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang mendesak 
perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sumber inovasi, dan 
menolong dalam pembayaran lewat aktivitas ekspor. Tidak hanya itu, UMKM 
pula ialah salah satu zona yang teruji sanggup mengalami krisis, sebab 
sebagian besar UMKM di Indonesia ialah usaha mikro yang bergerak di zona 
informal serta biasanya memakai bahan baku lokal dan zona pemasaran lokal, 
sehingga tidak terpengaruh secara langsung dengan krisis global. 
Pemerintah menyadari bahwa sektor UMKM merupakan mayoritas 
jenis usaha di Indonesia. Pada tahun 2008, dikala terjalin krisis ekonomi 
global, Indonesia tidak menghadapi akibat yang signifikan sebab roda 
perekonomian di Indonesia sebagian besar dijalankan oleh zona UMKM. Disisi 
lain, dalam lima tahun terakhir, sektor UMKM pula menyumbang sedikitnya 
50 persen dari total PDB nasional serta menghadapi kenaikan tiap tahunnya. 
Apalagi pada tahun 2018, PDRB sektor UMKM (ADHB) menggapai Rp 
8.573,9 triliun atau sekitar 57,78 persen dari total PDB (ADHB) nasional yang 
mencapai Rp 14.838,3 triliun. Selain itu, sektor UMKM pula sanggup 
menghasilkan lapangan perkerjaan. Pada tahun 2018 sektor UMKM sanggup 
menyerap sekitar 116,98 juta tenaga kerja, atau sekitar 92,63 persen dari total 
penduduk bekerja di tingkatan nasional yang mencapai 126,28 juta tenaga 
kerja. 
salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi 
dengan berfokus pada pengembangan sektor( Usaha Mikro, Kecil, serta 
Menengah) UMKM, pemerintah sudah membagikan sebagian progam 
kebijakan, salah satunya merupakan program Pembiayaan Ultra Mikro( UMi). 
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Pembiayaan Ultra Mikro( UMi) ialah program tahap lanjutan dari program 
bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang 
terletak di lapisan terbawah, yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui 
program Kredit Usaha Rakyat( KUR). UMi membagikan sarana pembiayaan 
maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan 
Bukan Bank( LKBB).  
Kredit program semacam KUR dan Pembiayaan UMi bertujuan untuk 
mendorong kenaikan kesejahteraan warga Indonesia, paling utama para 
pelakon usaha ekonomi skala ultra mikro, mikro, kecil, serta menengah. Pelaku 
UMKM serta UMi ini jadi penyumbang perkembangan ekonomi terbanyak di 
Indonesia. Program Pembiayaan UMi yang telah berjalan sepanjang 2 tahun ini 
semakin menunjukkan pertumbuhan diisyarati dengan meningkatnya sasaran 
debitur UMi. Tahun 2017, penyaluran UMi ditargetkan kepada 300. 000 
debitur serta pada tahun 2018 kepada 800. 000 debitur. Penyaluran UMi 
diharapkan bisa menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses 
pembiayaan KUR. 
B. Masalah Atau  Topik Bahasan 
Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 
adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu: 
1. bagaimana perkembangan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro baik 
kepada Koperasi maupun UMKM (KUKM) penerima kredit? 
2. Bagaimana dampak dari pembiayaan ini terhadap kinerja baik 
Koperasi maupun UMKM penerima kredit? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, kajian ini akan mencoba 
mengkaji lebih jauh terkait dengan perkembangan penyaluran Pembiayaan 
Ultra Mikro baik kepada Koperasi maupun UMKM (KUKM) penerima 
kredit. Disisi lain, kajian ini juga akan menganalisis dampak dari pembiayaan 
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A. Peranan UMKM di Indonesia 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah( UMKM) ialah salah satu sektor 
utama penggerak perekonomian nasional. UMKM mempunyai bermacam 
kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang mendorong 
perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sumber inovasi, dan 
membantu dalam pembayaran melalui aktivitas ekspor. 
Selain beberapa peran yang dijelaskan di atas, keberadaan UMKM juga 
berperan dalam pengentasan kemiskinan. Seperti yang dipresentasikan dalam 
Lokakarya Nasional "Memperkuat Pola Keterkaitan Bank Mikro-Lembaga 
Keuangan Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui 
KUR Mikro" tahun 2008, dari 93,4 juta penduduk yang bekerja di Indonesia, 
terdapat 42,5 juta orang yang memiliki usaha sendiri, dimana dari total 24,3 
juta unit usaha tersebut merupakan usaha mikro yang berada di daerah 
tertinggal. 
Sementara itu, dari sisi perkembangan sektor usaha, UMKM di 
Indonesia terus berkembang setiap tahun. Pada tahun 2018, jumlah unit usaha 
UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta UMKM. Dibandingkan dengan 
UMKM yang mencapai 54,11 juta UMKM pada tahun 2010, jumlah UMKM 
pada tahun 2018 meningkat sebesar 21,66% (sekitar 11,43 juta UMKM). 
Dari sisi distribusi, sebagian besar dari 64,19 juta UMKM pada tahun 
2018 merupakan usaha mikro yaitu 63,35 juta unit usaha atau sekitar 93,69%. 
Disusul oleh perusahaan kecil dengan total 783.13 ribu unit atau sekitar 1,22 







B. Akses KUKM Terhadap Jasa Keuangan  
Dalam rangka mengembangkan bisnis, masalah yang paling krusial 
adalah masalah permodalan dan saluran pembiayaan. Kurangnya dana dan 
kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan untuk 
mengelola bisnis membuat UMKM tidak dapat mengikuti perubahan selera 
konsumen dan kurangnya daya saing global. 
Berdasarkan hasil SE2016, lebih dari 66% UMKM menyatakan 
memiliki batasan pendanaan. Angka ini lebih tinggi dari masalah lainnya, 
seperti keberadaan pesaing komersial, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, 
tenaga kerja, bahan bakar, regulasi, dan birokrasi pemerintah. Hasil SE2016 
adalah sebagian besar dana awal yang dikeluarkan oleh UMK berasal dari 
dompet mereka sendiri atau dari sumber informal seperti rentenir, dan hanya 
7% yang mengandalkan dana awal dari bank. 
UMKM memiliki akses terbatas terhadap modal terutama kredit dari 
bank dan lembaga keuangan. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di 
sebagian besar sektor bisnis di Indonesia hanya menerima sekitar seperenam 
dari pangsa kredit negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan 
KUR telah meningkatkan porsi kredit negara ini hingga seperlima. Persentase 
yang lebih rendah ini karena sulitnya akses pada bank. Bagi perbankan, 
kebijakan prudensial yang ketat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. 
Selain itu, UMK juga kekurangan informasi terkait kredit pembiayaan usaha. 
Faktor-faktor yang membuat UKM tidak dapat memperoleh kredit bank. 
Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (2020) dan Badan Pusat 
Statistik (2020), pada tahun 2019 total kredit sektor UMKM mencapai 
Rp1.098,14 triliun. Dibandingkan dengan 1.032,64 triliun rupiah tahun 
sebelumnya, nilai tersebut relatif lebih tinggi 6,34%. Dilihat dari kontribusi 
masing-masing skala usaha, kredit UMKM terbesar pada tahun 2019 adalah 
usaha menengah dengan kontribusi sekitar 44,51% atau sekitar 488,79 triliun 
rupiah, diikuti oleh usaha kecil sebesar 30,24% atau sekitar 332,12 triliun 




Meski pertumbuhan kredit pada tahun 2019 mengalami percepatan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pertumbuhan kredit UMKM 
masih kurang memuaskan dari tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir. 
Berdasarkan laporan "Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia" yang 
dirilis Bank Indonesia, hingga tahun 2019, kinerja kredit sektor UMKM 
masih lemah /lesu. Salah satu indikasinya adalah pertumbuhan kredit sektor 
UMKM yang cenderung menunjukkan tren negatif dari tahun 2012 hingga 
2019. Secara grafis perkembangan kredit UMKM ditunjukkan pada Gambar 
1: 
Gambar 1 Pertumbuhan Kredit Sektor UMKM 
 
Berdasarkan Grafik 1, secara keseluruhan pertumbuhan kredit tahunan 
masih positif yang berarti jumlah kredit terus bertambah setiap tahunnya. 
Namun, tingkat pertumbuhan menunjukkan tren menurun/negatif. Artinya, 
proporsi kredit yang diperluas dari tahun ke tahun relatif kecil. 
C. Indikator Pemecahan Masalah 
Secara umum kajian/laporan ini terdiri dari beberapa bagian. 
Pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan 
penelitian/laporan. Secara umum latar belakang penelitian ini diawali dengan 
pentingnya sektor UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 




Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan 
ekonomi dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah), pemerintah telah menyediakan sejumlah 
program kebijakan, salah satunya adalah pembiayaan Ultra Mikro (UMi). 
Pembiayaan Ulta Mikro (UMi) merupakan program lanjutan mulai dari 
program bantuan sosial hingga kemandirian perusahaan dengan sasaran usaha 
mikro tingkat paling bawah, dan bank tidak dapat mendorong perkembangan 
tersebut melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Selanjutnya pada bagian literatur terdapat sedikit penjelasan terkait 
peran penting UMKM, saluran pembiayaan UMKM, serta alat dan sumber 
pembiayaan UMKM, salah satunya adalah dari program KUR dan UMi. 
Bagian ini juga menjelaskan perbedaan antara program KUR dan UMi. 
Pada pembahasan berikut, menggunakan data sekunder yang diperoleh 
dari berbagai website pemerintah, kementerian dan lembaga, dan berbagai 
sumber lainnya, dilakukan analisis grafis untuk memberikan gambaran terkait 
pengembangan kinerja KUKM (unit usaha, ketenagakerjaan, distribusi, 
PDRB UMKM, ekspor, investasi, dll.). Selain memberikan gambaran terkait 
perkembangan UMKM secara keseluruhan, bagian terakhir juga 
memperlihatkan perkembangan penyaluran Kredit Ultra Kecil (KUMi) di 
seluruh wilayah dan tiap daerah / provinsi. Selain itu, dari gambaran umum 
dan analisis grafik yang ada digunakan sebagai dasar untuk memberikan 
rekomendasi terkait kinerja UMKM dan penyaluran KUMi. 
D. Hasil dan Pembahasan 
1. Perkembangan Unit Usaha UMKM 
UMKM Indonesia terus berkembang setiap tahun. Pada tahun 2018, 
jumlah unit usaha UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta UMKM. 
Dibandingkan dengan jumlah UMKM tahun 2010 yang hanya 54,11 juta 
UMKM, jumlah UMKM tahun 2018 meningkat sebesar 21,66% (sekitar 
11,43 juta UMKM). 
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Dari sisi distribusi, sebagian besar dari 64,19 juta UMKM pada tahun 
2018 merupakan usaha mikro yaitu 63,35 juta unit usaha atau sekitar 93,69 
persen. Disusul oleh perusahaan kecil dengan total 783,13 ribu unit atau 
sekitar 1,22 persen, dan perusahaan menengah dengan total 60,7 ribu atau 
sekitar 0,09 persen. Secara grafis distribusi UMKM berdasarkan skala usaha 
ditunjukkan pada Gambar 2: 
Gambar 2 Distribusi Unit Usaha UMKM Berdasarkan Skala Usaha 
 
Sementara dari sisi perkembangan dari tahun ke tahun, secara 
nominal/kuantitas, UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan. 
Namun dalam hal persentase pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang 
beragam. Secara umum, berikut adalah contoh peningkatan jumlah UMKM 












Gambar 2 Pertumbuhan Unit Usaha UMKM di Indonesia 
 
Terlihat dari Gambar 2 bahwa secara keseluruhan jumlah UMKM di 
Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun jika dilihat 
dari nilai pertumbuhannya menunjukkan nilai yang beragam. Dilihat dari 
skala pertumbuhannya dari tahun 2011 hingga 2018, terlihat bahwa 
pertumbuhan UMKM tahun 2016 cukup besar, hampir dua kali lipat 
dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. 
Pada saat yang sama, dilihat dari perkembangan masing-masing skala 
usaha menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Secara umum 
perkembangannya ditunjukkan pada Gambar 3: 




Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa secara keseluruhan 
perkembangan sektor usaha mikro dan kecil menunjukkan kecenderungan 
yang relatif seragam, dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan sekitar 2,5 
persen per tahun. Di sisi lain, pertumbuhan usaha menengah menunjukkan 
pertumbuhan yang cukup besar, terutama selama periode 2015-2016. 
Dilihat dari pertumbuhan UMKM secara keseluruhan (Gambar 5.2), 
tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Ini karena pertumbuhan 
usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, pada tahun 2016 pertumbuhan sektor 
usaha menengah tergolong rendah, bahkan tumbuh negatif. Berdasarkan 
berita resmi yang dirilis Kementerian Perindustrian tahun 2016, perlambatan 
ekonomi nasional dan global dalam satu tahun terakhir dinilai menjadi 
penyebab industri kecil yang tergolong usaha menengah beralih menjadi 
usaha mikro. 
 
2. Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Timur  
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 dan Hasil Survei pertanian 
Antar Sensus (Sutas) 2018, data menunjukkan bahwa jumlah UMKM (usaha 
kecil dan menengah pertanian dan nonpertanian) di Jawa Timur pada tahun 
2018 adalah 9,78 juta UMKM. Dilihat dari angka ini, 5,16 juta diantaranya 
merupakan UMKM di sektor pertanian, dan sekitar 4,62 juta UMKM di 
sektor non pertanian. 14 Jumlah UMKM pada tahun 2018 diperkirakan lebih 
tinggi 43,31 persen dibandingkan tahun 2012. yang hanya sebesar 6,8 juta 
UMKM.15 Secara grafis perbandingan UMKM Jawa Timur tahun 2012 dan 
2018 ditunjukkan pada Gambar 4 sebagai berikut:  




Dilihat dari sebaran UMKM menurut sektor, sektor yang 
mendominasi UMKM Jawa Timur pada tahun 2018 adalah sektor pertanian 
(sekitar 52,79 persen), diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran. 
Perbaikan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor (sekitar 21,4 persen) 
dan manufaktur (sekitar 8,73 persen). Secara grafis ditunjukkan pada Gambar 
5, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 
Gambar 5 Persebaran UMKM Jawa Timur Menurut Sektor 
 
Sementara dari sisi perkembangan perkreditan di sektor UMKM di 
Jawa Timur, menurut data dari Bank UMKM di Jawa Timur, hingga Juli 
2020 batas atas kredit UMKM di Jawa Timur sudah mencapai Rp.2.615,99 
miliar meningkat 0,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 
Rp.2.614,38 milyar. Dilihat dari batas atas tersebut, saldo debet (pinjam) 
pada Juli 2020 mencapai Rp 1.939,71 milyar atau sekitar 74,06 persen dari 
total limit pada Juli 2020. 
Dari seluruh saldo debet, sektor pertambangan merupakan sektor 
terpenting dengan porsi 44,54 persen, diikuti oleh sektor lainnya sebesar 
21,89 persen, dan sektor pertanian sebesar 23,13 persen. Distribusi grafik 







Gambar 6 Persebaran UMKM Jawa Timur Menurut Sektor 
 
 
3. Kinerja KUKM Penerima Pinjaman Kredit Ultra Mikro (UMi) 
Nasional  
Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan 
ekonomi dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah), pemerintah telah menyediakan sejumlah 
program kebijakan, salah satunya adalah pembiayaan ultra mikro (UMi). 
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program lanjutan mulai dari 
program bantuan sosial hingga kemandirian perusahaan dengan sasaran usaha 
mikro tingkat paling bawah, dan perbankan belum dapat mendorong 
perkembangan tersebut melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi 
memberikan fasilitas pembiayaan maksimal kepada setiap nasabah sebesar 
Rp.10 juta yang dibayarkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 
Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP) sebagai dana koordinasi pembiayaan UMi. Pembiayaan 
UMi dilakukan melalui LKBB. Saat ini, instansi yang mengalokasikan dana 
UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura dan PT 
Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari 
APBN, pemerintah lokal dan global serta sumbangan lembaga keuangan. 
Skema kredit seperti Pembiayaan KUR dan UMi dirancang untuk 
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya 
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pengusaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Peserta UMKM dan UMi 
ini merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rencana 
pembiayaan UMi yang telah dilaksanakan selama dua tahun ini ditandai 
dengan terus meningkatnya target debitur UMi yang menunjukkan kemajuan 
yang semakin meningkat. Target penyaluran UMi adalah menyalurkan 
kepada 300.000 debitur pada tahun 2017 dan 800.000 debitur pada 2018. 
Penerbitan UMi diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum 
mendapatkan akses pembiayaan KUR. 
4. Realisasi Penyaluran Kredit UMi 
Menurut berita resmi yang dirilis Kementerian Keuangan pada tanggal 
14 Agustus 2020, pemerintah akan terus melakukan berbagai program 
dukungan untuk membantu UMKM menghadapi masa pandemi. Selain 
program subsidi bunga dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah 
juga menyalurkan program Kredit Ultra Mikro (UMi). 
Pemerintah telah mengalihkan realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) 
kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II untuk selanjutnya disalurkan 
kepada debitur yang telah memperoleh Kredit Ultra Mikro (KUMi) di 
berbagai daerah. Indonesia menggunakan sejumlah agen penyalur. Sejak 
2017 hingga 31 Juli 2020, pemerintah secara akumulatif telah merealisasikan 
alokasi Kredit Ultra Mikro sebesar Rp 8.607 triliun yang mencakup 2.794.675 
debitur di berbagai provinsi di Indonesia.  
Selain itu, berita resmi Kementerian Keuangan (diperbarui 30 
September 2020) menyebutkan, hingga 25 September 2020, kinerja 
penyaluran UMi tahun 2020 telah mencapai 1.499.953 debitur dengan nilai 
Rp 4,85 triliun. Pencapaian ini mencakup 94% dari target debitur tahun 2020 
atau 1.600.000 debitur. 
Dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir dibandingkan 
dengan pertumbuhan tahun 2017, jumlah debitur dan penyaluran KUMi pada 














Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong 
pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor 
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah), pemerintah telah 
menyediakan sejumlah program kebijakan, salah satunya adalah 
pembiayaan Ultra Mikro (UMi).  Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan 
program lanjutan mulai dari program bantuan sosial hingga kemandirian 
perusahaan dengan sasaran usaha mikro tingkat paling bawah, dan 
perbankan belum dapat mendorong perkembangan tersebut melalui program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR).  
Dari sisi pembangunan, pertumbuhan Kredit Ultra Mikro (KUMi) 
cenderung melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017. 
Namun perkembangan KUMi untuk tahun 2020 yang diperbarui pada bulan 
September 2020 telah menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan 
pertumbuhan di tahun 2019.  
Selain masalah pertumbuhan KUMi, masalah distribusi yang tidak 
merata antar daerah/provinsi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi 
pemerintah. Berdasarkan data yang diperbarui pada September 2020, 
sebaran KUMi masih didominasi oleh Provinsi Jawa secara umum dengan 
rentang sebaran 20 hingga 70 persen. Sementara itu, sebaran di luar Jawa 
sangat kecil yaitu kurang dari 10 persen, bahkan ada yang kurang dari 1 
persen. Tentunya hal ini akan membawa tantangan bagi pemerintah terkait 







Berdasarkan pada latar belakang dan gambaran umum yangelah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya, beberapa rekomendasi kebijakan yang 
diberikan antara lain: 
1. Perlu dilakukan peningkatan UMKM dan jalur kerjasama dengan 
berbagai lembaga jasa keuangan agar KUKM dapat secara efektif 
memanfaatkan sumber pembiayaan yang ada. Tentunya mengingat 
belum semua pelaku usaha KUKM memahami dan memahami cara 
mendapatkan sumber pendanaan yang ada, hal ini memerlukan 
sosialisasi dan pendampingan. 
2. Dari sisi penyaluran KUMi yang masih didominasi oleh provinsi di 
Jawa, target kredit perlu ditingkatkan terutama untuk kredit di luar 
Jawa.  
3. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang penyaluran/ 
distribusi KUMi di masing-masing daerah serta memahami 
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